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Abstrak
Arah pengembangan sektor kelistrikan EBT telah menunjukkan kinerja positif. 
Namun demikian, persoalan besarnya target pemerintah, Program 35 GW, dan 
pemenuhan komitmen internasional masih menjadi penghambat pengembangan 
sektor ini ke depan. Tulisan menganalisis apa saja yang perlu dilakukan pemerintah 
untuk mencapai target pengembangan sektor kelistrikan EBT. Oleh karena itu, 
politik pengembangan sektor kelistrikan EBT perlu lebih difokuskan pada hal-hal 
yang secara langsung dapat menopang kinerja sektor tersebut. Kemauan politik 
pemerintah untuk melaksanakan KEN dan penuntasan Program 35 GW adalah 
satu momentum penting yang harus dikelola. Selain itu, perlu kemauan politik 
untuk memenuhi komitmen penurunan emisi global pemerintah, sehingga semakin 
memperkuat aspek pendanaan, alih teknologi dan pengembangan kapasitas dalam 
pengembangan sektor kelistrikan bersumber EBT. Untuk menguatkan upaya ini, 
perlu pengawasan DPR RI untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah.

Pendahuluan
Program pemasangan 2.000 

unit LTSHE di Kabupaten Sumba 
Tengah dan Kabupaten Sumba 
Timur menjadi salah satu indikator 
penting pengembangan sektor 
kelistrikan energi baru terbarukan 
(EBT). Secara nasional, program 
ini mencapai 175 ribu unit LTSHE 
di 16 provinsi untuk menerangi 
Indonesia bagian timur (KESDM, 
2018; Djuraid, 2018). Fakta ini 
menjadi salah satu poin penting 
Laporan Kinerja Kuartal III 

pengembangan sektor kelistrikan 
bersumber energi baru terbarukan 
(EBT) tahun ini yang dilansir akhir 
November 2018. Dalam kesempatan 
pelansiran Permen ESDM No. 49 
Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Sistem Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya Atap oleh Konsumen PT 
PLN 28 November 2018, hal 
ini sejalan dengan penegasan 
pemerintah untuk memfokuskan 
pengembangan EBT. Capaian target 
rasio elektrifikasi (RE) pada tahun 
2018 telah mencapai 98,05%, lebih 
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tinggi dari yang ditetapkan Renstra 
KESDM yang hanya mencapai 95% 
atau 80% dalam RPJMN tahun 
2010-2014 (KESDM, 2015). Capaian 
penting lainnya juga terjadi pada 
sektor pembangkitan (Tabel 1).

Namun demikian, target 
ketahanan energi bagaimanapun 
masih menghadapi tantangan karena 
masih tingginya penggunaan sumber 
energi fosil. Kebutuhan bahan bakar 
minyak (BBM) mencapai 1,4 juta 
barel per hari sementara produksi 
nasional terus mengalami penurunan 
dari 800 ribu barel per hari menjadi 
770 ribu barel per hari (Djuraid, 2018).

Upaya untuk menutupi situasi 
ini, eksplorasi secara besar-besaran 
dan perbaikan sumur yang ada terus 
dilakukan. Namun demikian, upaya 
ini tentu tetap tidak mencukupi dalam 
jangka panjang. Karena itu, pergeseran 
paradigma pasokan kebutuhan energi 
berbasis impor ke pasokan berbasis 
domestik menjadi penting (esdm.
go.id, 29 November 2018). Karena 
itu, pemanfaatan sumber EBT untuk 
listrik menjadi semakin penting 
seiring dengan tuntutan skala kegiatan 
ekonomi, pertumbuhan penduduk dan 
kebijakan penggantian penggunaan 
BBM dengan listrik untuk beberapa 
subsektor kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai sasaran ini, 
pemerintah masih menghadapi 
tantangan berat. Dalam jangka 
pendek, tantangan ini mencakup 
semakin besarnya kebutuhan impor 
BBM, alokasi anggaran yang terbatas, 
dan konstelasi politik secara global 
(DEN, 2016). Lebih jauh, konstelasi 
tahun politik nasional 2019 juga turut 
memberikan tekanan. Pertanyaannya, 
apa saja yang perlu disasar dalam 
pengembangan sektor kelistrikan 
EBT? Tulisan ini menganalisis hal 
tersebut sehingga target pangsa EBT 
pada tahun 2025 dapat dikelola.

Arah Politik EBT 
Dinamika pengembangan 

kelistrikan berbasis EBT akan 
ditentukan oleh beberapa faktor 
penting. Faktor-faktor itu antara lain 
kemauan politik untuk melaksanakan 
Kebijakan Energi Nasional (KEN), 
penuntasan Program 35 GW, dan 
pemenuhan komitmen penurunan 
emisi global pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 79 
Tahun 2014 tentang KEN menegaskan 
ikhtiar politik dan teknokratis 
pemerintah untuk mewujudkan peran 
EBT mencapai 23% pada tahun 2025. 
Penentuan target itu dilandasi oleh 
semakin beratnya tekanan kebutuhan 
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Tabel 1. Realisasi Pembangkitan Listrik Bersumber EBT per Kuartal III 2018

Periode

Sumber Pembangkit (MW)

Panas Bumi PLTS, PLTMH dan 
PLTB

Bioenergi
(Biomassa, Biogas, 

PLTSa, Biofuel)
Terpasang/

Target* Realisasi* Terpasang/
Target* Realisasi* Terpasang/

Target* Realisasi*

2014 1403,5 - 123 - 898,5 -
2015 1438,5 - 160 - 1767,1 -
2016 1643,5 - 247 - 1787,9 -
2017 1808,5 - 296 - 1839,5 -
2018 2058,5* 1948,5* 513 390* 2030,0* 1857,5*

Sumber: KESDM, 2018.



energi secara nasional seiring dengan 
pertumbuhan penduduk, kegiatan 
ekonomi dan semakin merosotnya 
sumber energi fosil. Selain itu, besar 
dan beragamnya potensi EBT secara 
nasional dan pengikatan politik 
pemerintah secara internasional dalam 
upaya penurunan emisi global juga 
turut menjadikan pilihan kebijakan 
sebagai suatu keniscayaan. Karena itu, 
sinergi yang kuat antara pemerintah, 
lembaga perwakilan, dan pemangku 
kepentingan lain menjadi hal penting 
(DEN, 2016).

Laporan kinerja pemerintah 
menunjukkan bahwa sampai kuartal 
III tahun ini pangsa EBT dalam 
bauran energi primer telah mencapai 
12,32%, berada di posisi ke-3 setelah 
batubara (59,20%), gas (22,30%). 
Meskipun pada posisi terakhir, 
pangsa EBT masih lebih tinggi di 
atas pangsa BBM yang hanya 6,18%. 
Namun demikian, kinerja masih 
menghadapi tantangan berat. Pada 
tahun 2017, pangsa EBT sebenarnya 
telah mengalami penurunan sebesar 
0,35% dari 12,67% pada tahun 2017 
menjadi 12,32% sampai kuartal ketiga 
tahun 2018 (KESDM, 2018).

Ter lepas  dar i  fakta  in i , 
secara politis pemerintah masih 
memiliki ruang yang lebih aman 
karena turunnya target beberapa 
sumber energi primer berdasarkan 
acuan Rencana Umum Kelistrikan 
Nasional (RUKN) dan Rencana 
Umum Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL) .  RUPTL 2018-2027 
misalnya, justru menurunkan target 
pencapaian infrastruktur kelistrikan 
karena merosotnya pertumbuhan 
kebutuhan listrik secara nasional 
dan rasio elektrifikasi sampai tahun 
2025. Data menunjukkan, tiga 
parameter infrastruktur kelistrikan--- 
pembangkitan, transmisi, dan gardu 
induk ---mengalami penurunan 

seiring dengan terjadinya fenomena 
power oversupply di wilayah Jawa 
dan Bali (KESDM, 2018). Hal 
ini mengindikasikan satu hal 
penting bahwa pemerintah perlu 
memfokuskan sumber keuangan 
dan politiknya untuk mencapai 
pemerataan akses listrik masyarakat 
di luar Jawa dan Bali baik secara 
on-grid maupun off-grid. Dengan 
mempert imbangkan kondis i 
geografis, keterbatasan anggaran, 
serta kecilnya minat pengembang 
swasta (IPP), fokus pemerintah 
untuk mendorong penyediaan listrik 
EBT secara off-grid menjadi pilihan 
yang layak.

Kedua, arti penting komitmen 
politik pemerintah lainnya terkait 
dengan penuntasan program 
pembangkitan lisitrik 35 GW. 
Penuntasan program ini akan 
memberikan arti penting secara 
politis bagi penyediaan listrik 
secara nasional dan dunia usaha 
dalam jangka panjang. Dengan 
demikian, penuntasan program 
ini juga berpotensi mendorong 
optimisme untuk pengembangan 
sektor kelistrikan EBT. Data KESDM 
menunjukkan bahwa program ini 
telah menunjukkan kinerja yang 
positif (Gambar 1).

Dalam konteks tahun politik, 
kebijakan DMO batubara dan proyeksi 
permintaan tenaga listrik tentu 
akan mempengaruhi kemampuan 
pemerintah untuk menuntaskan 
program ini.

Pemenuhan Komitmen Global
Arti penting komitmen politik 

pemerintah dalam konteks politik EBT 
juga akan terkait dengan keseriusan 
pemerintah dalam menindaklanjuti 
program-program yang berdimensi 
intenasional, baik dalam lingkup 
pemenuhan komitmen internasional 
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maupun pelaksanaan kerja sama 
internasional. Dua poin berikut dapat 
menjadi parameter penting, yakni 
komitmen pelaksanaan NDC dan 
kerja sama bilateral.

Mandat UU No. 16 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement 
terhadap UNFCCC, Perpres No. 
61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK 
dan Perpres No. 71 Tahun 2011 
tentang Inventarisasi GRK telah 
menetapkan sektor energi menjadi 
salah satu sektor andalan untuk 
memenuhi komitmen penurunan 
emisi global Indonesia sebesar 29% 
dengan kekuatan sendiri atau 41% 
berdasarkan ketersediaan dukungan 
internasional  dalam bidang 
keuangan, alih teknologi, dan capacity 
building. Melalui hal ini, kondisi emisi 
tanpa intervensi (BaU) Indonesia 
yang diproyeksikan mencapai 2.869 
giga ton setara karbon (GtCO²e) 

sampai tahun 2030 akan diturunkan 
mencapai 19% dari kondisi BaU pada 
tahun 2030 (UNFCCC, 2016).

Melalui komitmen ini, Indonesia 
akan menurunkan tingkat emisi sektor 
energi mencapai 19% atau 314 metrik 
ton setara karbon (MTonCO²e) dari 
kondisi BaU, yakni dari 1.669 menjadi 
1.355 MTonCO²e pada tahun 2030 
(Gambar 2). Arti penting penurunan 
karbon sektor energi karena tingkat 
penurunannya mencapai 11% dari 
tingkat penurunan total nilai BaU 
emisi Indonesia (KLHK, 2017).

Dalam konteks besarnya peran 
pembangkit listrik berbasis fosil 
(PLTU), tanpa kemauan politik yang 
kuat dapat mengarah pada rendahnya 
pemenuhan komitmen internasional 
pemerintah. Karena itu, arah kinerja 
penurunan emisi CO² dalam kurun 
2014-2018 menjadi modalitas penting 
(KESDM, 2018). Fokus pemerintah 
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  Sumber: KESDM, 2018 (Kuartal III)
Gambar 1. Kinerja Program Pembangkitan 35 GW

  CM1= 29%; CM2= 41%; Skenario proyeksi emisi dari tahun 2010 s.d. 2030.
  Sumber: KLHK, 2017.

Gambar 2. Proyeksi BaU/Reduksi Emisi GRK Sektoral (Juta Ton CO²e)



dalam menjalankan komitmen 
Persetujuan Paris khususnya dalam 
bidang energi dan sumber emisi 
lainnya seperti isu kebakaran hutan 
akan memperkuat kinerja pemerintah 
dalam bidang ini. Dalam bidang 
energi lainnya, pemerintah juga perlu 
memfokuskan pada penuntasan 
program penggunaan BBN sampai 
30% terhadap biodiesel (Program B30) 
di sektor transportasi (KESDM, 2018).

Aspek lain, dalam kerangka 
pelaksanaan tugas-tugas konstitusional 
DPR RI, peran pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan pemerintah 
dalam pengembangan EBT dan 
dukungan politiknya untuk mengawal 
kebijakan tersebut menjadi sebuah 
keniscayaan. Temuan BPK pada awal 
tahun 2018 tentang maraknya proyek 
pembangkit EBT yang mangkrak 
menguatkan hal ini (Tempo Online, 
2017). Selain itu, peran pengawasan 
DPR RI juga perlu difokuskan pada 
pelaksanaan KEN.

Penutup
Arah pengembangan sektor 

kelistrikan EBT telah menunjukkan 
kinerja positif sehingga dapat menjadi 
modalitas penting untuk mencapai 
target RE, target EBT pada tahun 2025, 
dan pemenuhan komitmen Indonesia 
dalam program reduksi emisi secara 
global. Untuk memperkuat capaian ini, 
arah pengembangannya seharusnya 
lebih difokuskan pada hal-hal yang 
secara langsung dapat menopang 
kinerja pengembangan sektor ini.

Kemauan politik pemerintah 
untuk melaksanakan KEN dan 
penuntasan Program 35 GW adalah 
salah satu yang harus dikelola. 
Perlu upaya pemenuhan komitmen 
penurunan emisi global yang semakin 
memperkuat upaya pemerintah dalam 
mendapatkan peluang pendanaan, 
alih teknologi, dan pengembangan 

kapasitas bagi pengembangan 
sektor kelistrikan EBT. Selain itu 
juga perlu pengawasan DPR RI 
dalam implementasi kebijakan 
pengembangan kelistrikan EBT.
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